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BUPAfi CIANJUR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 jo. Pasal 1 ayat (1) hurup b butir 1

Keputusan Bupati Cianjur Nomor 08 Tahun 2002 tenang Pembentukan
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Binamarga,
perlu ditetapkan Organisasi Can Tata Kerja Laboratorium Pengujian Tanah
dan Bahan, dengan Keputusan Bupati.

Mengingat ; 1. Undiitrg-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan PropinsiJawa Barat (Berita Negara Tahun
1950 Nonror 43);

2. Undang-undang Nomor I Tahun t971 tentang Pokok-pokok
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Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);. 3 
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Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38aB);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 .tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Daerah Otonom (Lembaran
Negara Tahun ?000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3es2);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman dan
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran llegara Tahun 2000 Nomor
16s);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang
Org anisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur;

8. Keputusan Bupati Nomor 15 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Binamarga;

9. Keputusan Bupati Nomor 0STahun 2002Tentang Pembentukan Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Binamarga.

MEMUTUsKAN....
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MEML'TIJSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERIA
ISBOMTORIUM PENGUJIAN TANAH DAN BAHAN PADA DINAS
BINAMARGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan iniyang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur;

b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur;

c. Bupati adalah Bupati Cianjur;

d. Sekretaris Daerah adalah Seketaris Daerah Kabupaten Cianjur;

e. Dinas adalah Dinas Bina Marga Kabupaten Cianjur;

f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Cianjur;

g. Labolatorium Pengujian Tanah dan Bahan yang selanJutnya dalam
Keputusan ini disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Bina Marga Kabupaten Cianjur;

h. Kepala UPTD adalah Kepala Laboratorium Pengujian Tanah dan
Bahan pada Dinas Binamargal

i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri
Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang
sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran
tugas pokok dan fungsi UPTD.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UPTD

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang dipimpin seorang
Kepala berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok
dan fungsi Dinas dibidang pelayanan dan pengelolaan laboratorium
pengujian tanah dan bahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Bagian .,..
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Bagian Ketiga

Fungsi

' Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3,
UPTD mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang
pelayanan dan pengelolaan laboratorium pengujian tanah dan
bahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Dinas di
bidang pelayanan dan pengelolaan laboratorium pengujian tanah
dan bahanl

c. penyusunan rencana kegiatan UPTD sesuai dengan program dan
rencana kerja Dinas;

d. penyusunan rencana kebutuhan srana dan prasarana
laboratorium pengujian tanah dan bahan sesuai dengan ketentuan
dan peraturan pcrundang-undangan yang berlaku;

e, pelakanaan kerjasanra teknik dengan lcmbaga lain sesuai dengan
ketertuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f . pelakanaan pelayanan pengujian tanah dan bahan sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. pelaksanaan perawatan peralatan laboratorium pengujian tanah
dan bahan sesuai dengan ketentuan dah peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

h. pelaksanaan pelayanan teknis administratif dan ketatausahaan;

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

j. pelaksanaan evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas UPTD.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur OrganisasiUPTD adalah sebagai berikut :

a. Pimpinan adalah Kepala UPTD;
b. Pembantu Pimpinan adalah Urusan Tata Usaha;
c. Pelaksana adalah Sub Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPTD, terdiri dari :
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a
a. Kepala UPTD;

b. Urusan Tata Usaha;

c. $ub Seksi Pengujian Tanah;

d. Sub Seksi Pengujian Bahan;

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi UPTD dimaksud ayat (1) di atas,
tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB IV

TUGAS POKOK KEPAI.A UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas
dibidang pelayanan dan pengelolaan laboratorium pengujian tanah
dan bahan sefta memimpin dan mengkoordinasikan seluruh
kegiatan UPTD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

BAB V

TUGA5 PCIKOK DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI DI UNGKUNGAN
UPTD

Bagian Pertama

Urusan Tata Usaha

Tugas PoKoK dan rungsl

Pasal I
Urusan Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

tugas pokok dan fungsi UPTD di bidang pengelolaan administrasi

kepegawaian, keuangan, urusan umum dan perlengkapan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan ya ng' berlaku.

Pasal 9

(1) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 8,

Urusan Tata Usaha mempunyaifungsi :

a. penyusunan langkah kegiatan Urusan Tata Usaha sesuai

dengan rcncana kegiatan UPTD;

b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan

t€FrCifig Dinas serta melakarrakan penyusgnan t€lrC3il6

kegiatan UPTD;

c. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan

administrasi barang/perlengkapan;

d. pengglolaan ....
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d. pengelolaan surat, arsip, urusan rumah tangga, administrasi
perjalanan Dinas, hubungan masyarakat dan keprotokolan;

e. pelayanan administrasi dan ketatausahaan bagi satuan unit
, organisasi di lingkungan UPTD;

f . pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelakanaan tugas
Urusan Tata Usaha.

Bagian Kedua

Sub Seksi Pengujian Tanah

Pasal 10

Sub Seksi Pengujian Tanah mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian Tugas Pokok dan UPTD di bidang pelayanan pengujian
tanah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada pasal
10 Sub, Seksi Fengujian Tanah mempunyai funEsi :

a. p€rrfUsunan iangkah kegiatan Siib Seksi Pengujiarr Tarral-r sesuai
dengan rencana kegiatan UPTD;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional
dibidang pelayanan dan pengelolaan laboratorium pengujian
tenlh ceeuej dcngrtn lctsnlrran pcr"etxren irarHnCrna-nnr{:rnaan
yang berlaku.

c. penyusunan rencana kebutuhan, perawatan peralatan

iaboratorium pengujian tanah sesuai dengan ketentuan dan

peraturan perundang'undangan yang berlaku;

d. pelaksanaan perawatan peralatan laboratorium pengujian tanah

sesuai dengan ketentuan dan peraturan Pcrundang'undangan
yang berlaku;

e. pelaksanaan pelayanan umum di bidang pengujian tanah

sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

f. pelaksanaan pengelolaan administrasi dan inventarisasi peralatan

laboratorium pengujian tanah sesuai dengan ketentuan dan
peraturan perundang'undangan yang berlaku;

g. pelaksanaan tugas lain'yang diberikan oleh Kepata UPTD;

h. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Seksi

Pengujian Tanah.

Bagian r...
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Bagian Kdiga

Sub Seksi Pengujian Bahan

Pasal 12

Sub Sef<si Pengujian mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas pokok dan fungsi UPTD di bidang pelayanan
pengujian bahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada Pasal
12 Sub, Seki Pengujian mempunyaifungsi :

a. penyusunan langkah kegiatan Sub Seki Pengujian Bahan sesuai
dengan rencana kegiatan UPTD;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional
dibidang pelayanan dan pengelolaan laboratorium pengujian
bahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

c. penyusunan rencana kebutuhan, perawatan peralatan
.laboratorium pengujian bahan sesuai dengan ketentuan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. pelaksanaan perawatan peralatan laboratorium pengujian bahan
sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan
rrrna horlllur r.
t q r 19 vvr a1{ t\u,

e. pelaksanaan pelayanan umum di bidang pengujian bahan sesuai
dengan ketentuan dan peraturan perundang.undangan yang
berlaku;

f. pelaksanaan pengelolaan administrasi dan inventarisasi peralatan
laboratoriunr pengujian bahan sesuai dengan ketentuan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD;

h. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Seksi
Pengujian Bahan.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok
melak-sanakan sebagaian tugas pokok dan fungsi UPTD sesuai
dengan keahlian dan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud pada ayat (1),
terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jerrjang jabatan fungsional
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang
keahliannya.

(3) Setiap kelompok tersebut pada ayat (2) dipimpin oleh seorang
. tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPTD.

(4)....
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(zl) Jenis, jumlah dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat
(2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dengan
berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB VI

TATAKERJA

Bagian Peftama

Urnum

Pasal 15

(1) Dalam melaksanak'an tugasnya Kepala UPTD wajib menerapkan
prinsif koordinasi, integrasi dan sinkonisasi baik dalam lingkup
UPTD maupun dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan UPTD wajib
mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing masing dan
apabila terjadi penyimpanganf mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang"undangan yang
berlaku.

(3) Setiap satuan pimpinnn orEanisasi dilingkungan UPTD
beftanggung jawa.l memimpin dan mengkoordinasikan
bawaha'rnya masing- masing serta memberikan bimbingan dan
petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan UPTD wajib
mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan visi dan misi
dinas sefia menjabarkannya dalam program operasional dan
pembinaan sesuai tugas dan fungsi sefta beftanggung jawab
kepada atasannya masing masing dan menyampaikan laporan
pelaksanaan tugasnya s€cara berkala maupun sewaktu-waktu.

(D Setlap laporan yang diterima oleh plmpinan satuan organlsasl
dari bawahan masing-masing wajib diolah dan dipergunakan
sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dalam
rangka memberikan petunjuk kepada bawihannya.

(5) Kepala UPTD menyarnpaikan laporan kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Hal Mewakili

Pasal 16

(1) Kepala Urusan Tata Usaha mewakili Kepala UPTD dalam batas-
l--^-- l--.-.-- J:l:--.--Ll.-- -.--l-:l- tt---l- I lnmuards Keweildilgan ydlrg cilrlnPailKiril dParJila Ncfrald ur r u
berhalangan melaksanakan tugasnya.

(2) Dalam ,,.,



(Z) Dalam hal Urusan Tata Usaha
menunjuk Kepala $ub Seksi sesuai

/8

berhalangan, Kepala UPTD
dengan bidang tugasnya.

BAB VII

PEMBIAYMN

Pasal LT

Pembiayaan UPTD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten serta sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal t8

(3) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPTD serta para
pemegang jabatan lainnya dalam lingkungan UPTD dilakukan
sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

(4) Kepala UPTD bertanggung jawab dalam hal perencanaan,
pengelolaan dan pembinaan kepegawaian dalam lingkungan
UPTD.

(5) Ketentuan lain nrengenai masalah kepegawaian diatur sesuai
dengan p*ratttran perup6;6nn-r:ndangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

(1) Dengan beriakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan dan
atau p6raturan yang be*entangan dengan Keputusan ini,
dinyatakan tidak berlaku.

(2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dengan Keputusan ini,
akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 20 ....
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KeputuEan ini rnulai

Pasal 20

ber"laku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanEgal 1 Mei 2002

BUPATI CIANJUR,

Caplttd.-

WASIDI SWASTOMO

Diundangkan di Cianjur
1 f4ei 2002

RAH,

ina Muda
NIP. 480 061 022

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 13 TAHUN 2OO2 SERI D3.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 10 TAHUN 2OO2

TENTANG

ORGAITIISASI DAN TATAKERIA TABORATORIUM PENGUJIAAI TANAH
DA]I BA}IAH PADA DINAS BIilAMARGA

BAGAN STRUKTJR ORGANISASI

SUB SEKSI
PENGU]IAN TANAH

Mei 200?

ERAH,

ttA
rna Muda

NIP. 480 061 022

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 1 Mei 2002

BUPATT CTANJU&

Cap/ttd.

WASIDI SWASTOMO

KEFAL.A

URUSAN
TATA USAHA

SUB SEI$I
PENGU]IAN BAHAN

Diundangkan dl Cianjur


